
 

 

 

Nomor : 392/PM.00.02/K.NT-11/09/2024        Bajawa, 09 September 2024 

Sifat  : Biasa 

Lampiran : - 

Perihal : Imbauan 

 

 Kepada 

 Yth,  

1. Bupati Ngada; 

2. Wakil Bupati Ngada. 

 di –       

 Tempat 

 

I. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;  

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses 

Pemilihan Umum;  

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan 

Wakil Walikota; 

8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-

SD/05/2024 Perihal  Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon 



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota; 

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ Tentang 

Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah 

dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati 

dan Penjabat Sementara Wali Kota. 

II. Imbauan 

Mendasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ Tentang 

Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau 

Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat 

Sementara Wali Kota. Maka Bawaslu Kabupaten Ngada menghimbau kepada 

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalokan diri kembali 

dalam Pilkada Kabupaten Ngada Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang  

a. Ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota 

dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, 

selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: 

1) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 

2) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 

b. Ayat (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil 

Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh 

Gubernur atas nama Menteri; 

c. Ayat (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU 

Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

kepada KPU Kabupaten/Kota. 

2. Sejalan dengan ketentuan diatas dan dalam rangka meminimalisir potensi 

terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024, 

maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada Kepala Daerah atau 

Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 

2024, mengajukan Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara setelah 

terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dalam Pilkada serentak Tahun 2024 

agar Gubernur/Penjabat Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan 

Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sebelum penetapan pasangan calon. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Penutup 

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan 

terima kasih. 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NGADA 

KETUA, 

 

Antonius Ndiwal, S.Fil, M.Th 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT sebagai laporan; 

2. Arsip. 

 

 


